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PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH   

2020 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 

54/PL.02.7-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI TERPILIH  PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN 

KEPULAUAN TAHUN 2020.  

 

Abstrak:              Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan  dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 
69/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, 
yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi  terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal  
15 Februari 2021, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 
mengadili Permohonan Pemohon. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Nomor : 54/PL.02.7-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2021 ini adalah: 

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1822); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU  
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP 
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walikota menjadi 
UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 6547);PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Keempat Atas PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 980); PKPU 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah 
diubah dengan PKPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU RI 
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Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU RI Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana 
telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
(Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1384); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 
2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU RI Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI 
Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. 
 
Dalam Keputusan KPU  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 

54/PL.02.7-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2021  ini Menetapkan :  

Catatan :          -       Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal  18 Februari 2021. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 1, Saudara 
MUHAMMAD YUSRAN  LALOGAU dan Saudara     H. SYAHBAN SAMMANA, S.H. 
dengan Perolehan Suara  Sebanyak 72.973 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus 
tujuh puluh tiga) suara atau 36,78 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh delapan 
persen) dari total suara sah. 

 


